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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, Penulis 

mengambil kesimpulan untk menjawab kedua rumusan masalah yang telah 

dijabarkan: 

1. Apabila dilihat secara substansial, Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No 

K. 898/I/A/1975 tentunya mejadi suatu permasalahan karena bertentangan 

dengan beberapa pasal dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dan 

tentunya Instruksi Wakil Kepala Daerah yang tingkatan hirarkinya berada 

dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang itu sendiri. Namun bila dilihat dari sisi ekonomis, tidak lah adil 

apabila orang yang memiliki ekonomi lemah tidak dilindungi dan bersaing 

dengan orang yang memiliki ekonomi yang lebih kuat. 

2. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih menilai bahwa sampai saat 

ini masyarakat yang dikelompokkan sebagai WNI Pribumi di Yogyakarta 

masih termasuk sebagai golongan ekonomi lemah, sehingga Instruksi Wakil 

Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 belum dipertimbangkan untuk dicabut. 

Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 ini juga merupakan kebijakan 

atau wewenang Pemerintah Daerah Setempat. 

 

7.2 Saran 

Untuk memberikan kepastian hukum mengenai aturan pertanahan khususnya 

mengenai hak milik atas tanah Warga Negara Indonesia keturunan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, maka saran dari penulis yaitu: 

1. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah seharusnya mencabut 

Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 karena bersifat 

diskriminatif. Apabila Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memang 

bertujuan mengatur kepemilikan hak atas tanah hendaknya tidak 

menggunakan unsur-unsur ras, etnis maupun keturuan atau unsur-unsur 
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yang mengandung diskriminasi sehingga dapat menciptakan keadilan bagi 

semua masyarakat Indonesia.  

2. Apabila Instruksi Wakil Kepala Daerah No. K.898/I/A/1975 ini hendak 

dicabut, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus 

memperhatikan kondisi soial dan ekonomi masyarakat di Yogyakarta, 

sehingga terwujudnya keadilan bagi masyarakat yang di kelompokkan 

sebagai WNI Pribumi yang dianggap memiliki kondisi ekonomi yang 

lemah. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus menungkatkan 

ekonomi bagi masyarakat yang termasuk golongan ekonomi yang lemah. 
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